INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 766,/ 94% / #KO

TENTANG

EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Menimbang

Mengingat

TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan dari
Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor
LAP-241/PW10/3/2021 tanggal S5 Mei 2021 hal
Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan
Barang dan Jasa Daerah Triwulan I Tahun 2021 se-
Provinsi Jawa Barat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Instruksi
Wali Kota Bekasi agar Inspektur Kota Bekasi
menindaklanjuti saran pada Laporan Evaluasi
Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa
Daerah Triwulan [ Tahun 2021 se-Provinsi Jawa Barat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



Kepada

10.

1l

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagai
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2017
tentang Kebijakan Probity Audit Dalam Proses
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah
Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017
Nomor 74 Seri E);

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2019
tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah
Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 83 Seri E) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor
50 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota
Bekasi Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah
Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021
Nomor 50 Seri E);

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota
Bekasi Tahun 2020 Nomor 94 Seri A).

MENGINSTRUKSIKAN :

Inspektur Kota Bekasi.



Untuk

KESATU :  Melakukan pengawasan dan monitoring atas penyerapan
anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa secara
berkala;

KEDUA :  Melakukan pengawalan atas pelaksanaan APBD dan

Pengadaan Barang dan Jasa melalui Probity Audit;

KETIGA : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
padatanggal: 2» 4#whs 0l

ALI KOTA BEKASI,

)

i
0 Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:
Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.



